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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 15 TAHUN 197§
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
. MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA,

v haiwﬁ dipandang perlu untuk merumusken kedudukan,

tugas, fungsi, susunan organisasi dan fata kerja Madrasah
Ibtidaiyah Negeri, di lingkungan Departemen Agama
sebagai pelaksangan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor
44 dan 45 Tahbn 1974 dan Keputusan Menteri Agama
No. 18 Tahun 1975, '

: 1. Undangundang Nomor 12 Tzhun 1954 (Lembaran

Negara Tahun 1954 Mo. 36, Tambshan Lembaran
Negara Nomor 550) Yo. Undangundang RL Nomor 4
Takiup 1950; : ' PR

2. Keputusan Presiden RI. Nomor 34 Tahun 1972;

3. Keputusan Presiden R1. Nomor 9 Tzhun 1973 ;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 ;

5. Keputusan Presiden RI. Nomor 45 Tzhun 1974

6. Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1959

7. Penetapan Menteri Agama Nomeor 2 Tahun 1959,
3. Penetapan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 1959

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 1962

10. Keputusan Bersama Menteri Agam'a,ﬁmteri Pendidikan
dan Kebudayasn dan Meateri Dalam Negeri Nomor 6,
Nomor 037/U dan Nomor 36 Tshun 1975,

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975
{Disempumakan). e

: Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara

dalam suratnya Nomor : B—251/I/MENPAN/3/78 tanggal
6 Maret 1978,

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN MENTERI AGCAMA TENTANG SUSUNAN

DAN TATA KERJA MADRASAH IBTIDATYAH NEGERL
BARBRI ' '

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasaf 1

(1) Madrassh Totidaiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pen-

didikan dalam lngkungan Departemen Agama, yang berada di bawah




oupalcn; AU Magys 4. Kepaid dexsi rendidikan Aﬁm islam afau
Seksi Bimbingan Masyarakat Ilam.
(2) Madrasah Ibtidajyah Hegad:pmpino!dt seorang Kepala.
Pasal 2
Madrasah Tbtidaiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan ;
pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30% sebagai mata pelajaran dasar,
di samping pendidikan den pengajaran vmum, selama 6 (enzm) tahun bagi anak- <
anak yang berumur mkum;s—hmnym 6 (enam) tzhun.
"Pasal 3
Unmk mwrzkm fugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Ibtidaiyah
Negeri mempunyai fungsi :
a. melaksanakan pendidikan tingkat :htxdaiyahldasar sesual dengan kurikulum
yang berlaku;

b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi murid-murid; :
¢. membins. Mm\gan kerja sama dengan orang tuz musid dan masyarakat ;

=, d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangsa sekolah termasuk Perpustakaan
dan Labaratorium.

BAB U
SUSUNAN ORGANISAST
Pasal 4 ’
Madrasah ITbtidaiyah Negeri terdiri dari = '
a. Kepala Sekofah:
b. Petugas Tata Usaha;
©. GuIt-gurg ;
d. Tenzga Bimbingan dan Penyuiuhan.

Pasal 5
Kepala Sekolsh mempunyal tugas mmimpm pelaksanaan seluruh kegiatan
pendidikan di sekolsh.

Pasal 6

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melaksanasn urusan tata usaha dan rumah
tanggs sekolah termasuk Perpustakaan dan Labeoratorium sera tugas-tugas
iam yang dibebankar oleh Kepala Sekolah,

Pasal 7 e

Gum-gura mempunyal tugss memberkan pendidikan/pengajaran di szkolah. -_'-g{

Pasal 8

{1} Tenapz Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai twgas memberiksn bim- - e

bingan dan penyulvhan kepada murid-murid. =

{2) Pelaksansan ayat (¥) pasai ini dilakukan oleh guru-guru yang ditetapkan
oleh Kepala Sekolah baxﬂmrkm petunjuk Menteri Agama.

B e e e
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LtALA ALKJA
Pasal 3 s
(1). Kepala Sekolzh bertanggung jawab memimpin dan mengkeordinasikan
kegiatan semua unsur & lingkungan Madrasah [btidaiyah Negeri, dan
memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas
masing-masing.

(2). Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah v;raji"u mengikuti dan
mematuhi  petunjuk-petunjuk dan persturan-peraturan yang bertaku,

(3). Setiap unsur di lingkungan Madrasah Thtidaiyash Negeri wajib mengikuti
dan mematuli petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala
_ Sekolah.

(4). Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lngkungan Madrasah
Iotidaivah Negeri bertanggung jawab kepada atasan lapgsung masing-
masing.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Hal-hal pelaksanaan tugas Madraszh Ibtidaiyah Neger: yang belum diatur dalam
Keputusan ini, diatur lebih lanjut cleh Direktur Jenders! Bimbingan Masyarakat

Istam. i

BAB ¥V
PENUTUP
Pasal ]‘1

(1). Keputusan ini berlaku untuk Madrasah Thtidaiyah Negeri di lingkungan
Departemen Agama sebagaimana termuat dalam iampiren Keputusan

(2). Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madsasah Ibtidaiyah Negeri
adaish 376 buah yang tersebar di 24 Propinsi.

Pasal 12

Penyimpangan aiss susunzn organisasi dan wa keria menurut Keputusan ini
ditetapkan olsh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan
tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyem-
pumasn Aparatur Negara.

Pasal 13

{1}. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertan-
tangan dengannya, dinyatakan tidak berlaku;

23




Ditetapkandi : Jakarta
Pada tanggal  : 16 Maret 1978 .

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

td.
(H.A MUKTI AL])
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